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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka, negara Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi 
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjamin hak 
asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin setiap warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hukum itu adalah himpunan 
peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat 
dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (E Utrecht dalam CST Kansil, 1989:38).Dengan 
adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 
Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan 
pembangunan nasional secara berkesinambungan yang meliputi seluruh bidang kehidupan, maka 
masyarakat Indonesia pun senantiasa mengalami perkembangan, yang seiring dengan 
perkembangan dan kemajuan jaman.Masyarakat itu bersifat dinamis, yang senantiasa 
berkembang dari waktu ke waktu.Perkembangan ini membawa dampak atau pengaruh yang luar 
biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat itu.Pada dasarnya, perkembangan 
masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang bersifat umum. Perkembangan merupakan proses 
penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Kemajuan tersebut membawa dampak 
perubahan dalam kehidupan masyarakat yang memberikan pengaruh dalam berbagai aspek 
kehidupan. 
Pembangunan Nasional yang merupakan proses menuju modernisasi ini tentunya 
membawa dampak ataupun pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pengaruh 
pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat tersebut ada dua macam, yaitu pengaruh 
positif, yaitu pengaruh yang mengarah pada hal-hal yang baik dan pengaruh negatif, yaitu 
pengaruh yang mengarah pada hal-hal yang buruk.Akhir-akhir ini banyak tindak pidana yang 
terjadi di masyarakat. 
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
adalah tindak pidana pembunuhan.Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang 
tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaku 
pembunuhan telah merampas hak hidup dari orang yang dibunuhnya.Pasal 338 KUHAP 
menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, 
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 
Sedangkan dalam pembunuhan berencana, dalam KUHAP diatur dalam Pasal 340 adalah 
“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu 
dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang 
memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang 
diterangkan di atas, menurutPasal 340 KUHAP pembunuhan berencana dikategorikan sebagai 
kejahatan yang berdiri sendiri. 
Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan 
melawan hukum itu dapat dikenakan hukuman.Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, 
makapelaku pembunuhan apabila dalam sidang pengadilan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu di muka hukum. Hakim akan 
menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut sesuai dengan 
perUndang-Undangan yang berlaku. 
Pada prakteknya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 Ayat (1) 
UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan 
ini, dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence), yang menginginkan 
agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai 
ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. 
Asas Presumption of Innocence (praduga tak bersalah), sebagai asas umum hukum acara, 
berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata “dihadapkan di 
depan pengadilan”, asas praduga tidak bersalah ini dapat diterapkan dalam semua bentuk 
peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer 
dan peradilan agama. Namun karena asas Presumption of Innocence, dituangkan kembali dalam 
Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai 
hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas Presumption of Innocence lebih dikenal dalam 
perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah “disangka”, “ditangkap”, “ditahan”, dan 
“dituntut”, lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana. 
Definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan, definisi saksi menurut Pasal 1 
angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga 
melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana.Berbeda dengan status 
Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 
KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP.Namun seiring 
perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa 
dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi 
mahkota. 
Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun 
saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 
K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau 
diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan 
perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”. 
Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya 
dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum 
Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan: 
 “Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan 
(deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa 
lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan 
pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya 
berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 
142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar 
para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat 
menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti 
selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan 
Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan 
bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan 
teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai 
saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya 
sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan 
kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota 
sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan 
Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” 
(Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 
K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 
hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan 
terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam 
menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga 
tambahan alat bukti lain.” 
Penjelasan dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga 
merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Dapat dikemukakan, bahwa penggunaan saksi 
mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (deelneming), alat bukti sangat minim, dan 
harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga 
telah terpenuhi bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (splitsing), namun dua keadaan 
lainnya harus juga dipenuhi agar tersangka dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan. 
Dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, 
supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi 
mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 
K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa 
saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa penggunaan 
saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat 
jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya 
alat bukti dalam suatu persidangan. 
Perihal penggunaan saksi mahkota sebagai salah satu contoh adalah putusan Pengadilan 
Tinggi Medan No. 102/Pid/2012/PT-Mdn tanggal 21 Maret 2012, dalam amar putusannya 
menyatakan bahwa terdakwa Ang Ho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindakan pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dalam proses 
persidangannya menghadirkan saksi mahkota, yaitu para terdakwa dalam kasus tersebut. Namun 
meskipun sudah menghadirkan saksi mahkota dan alat bukti pendukung lainnya, namun hakim 
Pengadilan Tinggi Medan tetap memutus bersalah terdakwa Ang Ho. 
Berdasarkan pemaparan di atas, saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu 
perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan di dalam praktik 
selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat 
bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah 
diadakan pemisahan berkas perkara (splitsing) antara terdakwa dengan saksi yang sedang 
menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam 
persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar 
memenuhi syarat pembuktian. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul 
” PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA BAGI TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN 
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN RELEVANSINYA TERHADAP ASAS 
PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) (Studi Kasus Dalam 
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 102/Pid/2012/PT-Mdn) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan 
yangakan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah dalam proses peradilan pidana konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak 
bersalah (Presumption of Innocence) bagi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP? 
2. Bagaimanakah Relevansi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)dengan 
penggunaan saksi mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana? 
 C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai 
suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan 
perorangan (tujuan subyektif). Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di 
atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah 
(Presumption of Innocence) bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana. 
b. Untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan 
berencana tidak bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah 
(Presumption of Innocence) bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memberikan pemahaman bagi penulis di bidang Hukum Acara Pidana, tentang 
konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) 
bagi terdakwa dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana terhadap penggunaan 
saksi mahkota dalam proses peradilan pidana. 
b. Untuk  menerapkan konsep ataupun teori hukum yang diperoleh penulis selama masa 
perkuliahan dalam penyusunan penulisan hukum. 
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana (S1) dalam bidang 
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap bahwa penelitian hukum ini akan dapat bermanfaat bagi penulis dam 
pihak-pihak lain. Adapun manfaat tersebut antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan 
Hukum Acara Pidana pada khususnya. 
b. Penulisan untuk memberikan referensi tambahan dibidang Hukum Acara Pidana 
mengenai konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah (Presumption of 
Innocence) bagi terdakwa dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana terhadap 
penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
 
E. Metode Penelitian 
Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu 
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki 
(2006: 36) bahwa penelitian hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi”.  
Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan-
keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan dapat dipercaya 
kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat.  Metode merupakan suatu unsur yang 
mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
Adapun fungsi metodologi dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pedoman 
untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. (Ronny 




Metode penelitian yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut: 
1) Jenis Penelitian 
  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki penelitian hukum jika type penelitian harus 
dinyatakan delam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian 
hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat 
normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang di gunakan harus dikemukakan. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji konsekuensi hukum penerapan 
asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) bagi terdakwa dalam proses 
peradilan pidana terhadap penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Medan ini termasuk jenis penelitian doktrinal 
(normatif). Penelitian doctrinal (normatif) yaitu suatu penelitian yang bersifat preskriptif 
bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 
33). 
Penulis memilih penelitian hukum doktrinal, karena menurut penulis sumber 
penelitian yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Selain itu, berkenaan dengan penelitian yang dilakukan 
penulis terhadap isu hukum tentang pencabutan keterangan terdakwa di persidangan 
sebagai sandaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara 
pembunuhan berencana dan langkah hukumnya oleh penuntut umum dibutuhkan 
penalaran dari aspek hukum normatif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis 
penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis sudah sesuai dengan obyek kajian 
atau isu hukum yang diangkat. 
2) Sifat Penelitian. 
Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan 
terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22), maka dari itu dalam penelitian hukum ini 
penulis menggunakan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-
nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. 
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 
rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. 
3) Pendekatan Penelitian. 
Macam – macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach).  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan 
kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan mempelajari 
penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.  
Pendekatan kasus (case approach) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menajdi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93) 
4) Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam buku penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa 
dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga digunakan adalah bahan 
hukum baik bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder. Hal tersebut dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Bahan Hukum Primer. 
Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan 
mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya: 
(1) KUHP 
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 
(3) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 102/Pid/2012/PT-Mdn 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana, Hukum Acara 
Pidana, Jurnal Hukum, hasil-hasil penelitian dan artikel koran serta bahan lain yang 
ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian. 
c) Bahan non Hukum 
Bahan hukum pelengkap yang menunjang proses pengumpulan data, seperti 
kamus, ensiklopedia, glosary dan browsing internet. 
 
c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Penulis melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen dalam pengumpulan bahan 
hukum, studi ini merupakan teknik pengumpulan bahan penelitian doktrinal. Teknik ini 
merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan 
menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perUndang-Undangan, 
dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga berguna 
untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan objek kajian. 
d. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika deduktif 
silogisme. Logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen 
deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau 
merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid 
atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan 
hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Menurut 
bentuknya, pernalaran deduktif dibagi menjadi dua yaitu silogisme dan entimen.Pengertian 
silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari 
dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan). (Peter Mahmud Marzuki, 
2013:83) 
Adapun yang menjadi premis mayor dalam penelitian ini adalah peraturan 
perUndang-Undangan yang terkait diantaranya. Dalam hal ini yang merupakan premis mayor 
adalah aturan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sedangkan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor: 102/Pid/2012/PT-Mdn sebagai fakta hukumnya adalah premis 
minornya. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum 
yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, maka penulis menjabarkan dalam bentuk 
sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-
sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian 
ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori atau memberikan 
penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan 
penulisan hukum ini. Landasan-landasan tersebut meliputi tinjauan umum mengenai 
asas praduga tidak bersalah (Preasumption of Innocence), terdakwa, saksi mahkota, 
pembuktian perkara pidana dan tentang pembunuhan berencana. Sedangkan 
kerangka pemikiran penulis menampilkan bagan kerangka pemikiran.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang berdasarkan 
rumusan masalah, yaitu: pertama analis konsekuensi hukum penerapan asas 
praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) bagi terdakwa dalam proses 
peradilan pidana. Kedua, penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara 
pembunuhan berencana tidak bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak 
bersalah (Presumption of Innocence) bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari 
keseluruhan hasil pembahasan serta saran-saran yang diperoleh penulis dalam 
penyusunan penelitian hukum ini. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
